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BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR <& TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI MAGELANG,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010, maka periu menetapkan Peraturan Bupati !entang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah:

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomocr 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1987 tentang Bea Perclehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1897 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar i
' , : an Negar
Republik Indonesia Nomor 4389) 99
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Xeuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inconesiz Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor ,12 Tatun 2008 tentarg Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tanun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130):

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat I Magelang dari Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Magelang ke Kecamatan Mungkid di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Magelang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

Peraturan Permerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana tefah beberapa kali diubah terakhir dengan
RPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomcr 22 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20C5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan rembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4575); S

Peraturan Pemerintah Normor 568 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tertang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanar Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturar Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politk (Lembaran Negara Republik

lndone;ia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 48772);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tar
Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagairnana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 120, Tambahan L
[l L= em 2 .
Indonesia Nomor 4330) baran Negara Republik

tentang Pedoman
{(Lembaran Negara
mbahan Lembaran
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengeliolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Calam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok. Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran DCaerah
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah - Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2008 Nomor 215,

32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2010 Nomor 1):

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010.

Pasat 1

Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201C terdiri atas

a. pendapatan

1. pendapatan asli daerah Rp. 78.651.453.672,00

2. dana perimbangan Rp. 751.954.815.675,00

3. lain-lain pendapatan yang sah Rp. 55430.947.500,00

Jumlah Pendapatan Rp. 886.037.216.847.00
b. belanja

1. belanja tidak langsung
a) belanja pegawai Rp. 623.933.177.5€2,00
b) belanja subsidi Rp. 46.000.000,00
¢) belanja hibah Rp. €0.865577.000,00
d) belanja bantuan sosial Rp. 14.112.000.000,00
e) belanja bantuan keuangan Rp. 65.203.811.000,00
f) belanja tidak terduga Rp. 1.500.000.000,00

Rp. 795.660.565.582,00

2. belanja langsung

a) belanja pegawai ‘ Rp. 16.450.764.050,00
b) belan}a barang dan jasa ' Rp. 131.583.226.213,00
¢) belanja modal i Rp. 73.497.104.105.,00
Rp 221.531.094.368,00.

Jumiah Belanja Rp. 1.017.191 659.950,00

Defisit | (Rp. 131.154.443.103,00)
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c. pembiayaan

1. penerimaan Rp. 136.864.443.103.C0
2. pengeluaran Rp. 5.710.000.000.00
Pembiayaan Netto S Rp. 131.154.443.103.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. ,00
Pasal 2

Ringkasan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dalam Lampiran | peraturan bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran Il peraturan bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan

dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen peiaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2010,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM ] pada tanggal 30 Jarua~ 20i0

BUPATI MAGELANG,
KA SLIB BAG PER UUAN M ! W —_—

Diundangkan di K_ot{nnungkid SINGGIH SANYOTO
pada tanggal 30 Januari 2010
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BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 3

JI. L_:_etnan Tukiyat NO. 59 Kotz Mungkid 56511
Teip. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
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